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A. Simpulan

Bentuk penegakan hukum terkait penanggulangan tindak pidana

Illegal Logging ditinjau dari sudut subjeknya yakni aparat penegak hukum

dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu terkait dengan

bentuk penanggulangan tindak pidana illegal logging juga didasarkan atas

suatu sistem yang melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Resort Agam, Provinsi

Sumatera Barat dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi tindak pidana

Illegal Logging telah terlaksana, antara dengan melakukan upaya penal

dan non penal. Upaya penal adalah dengan melakukan penindakan.

Sedangkan upaya non penal adalah dengan melakukan penyuluhan atau

sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya illegal loging. Selain itu,

Kepolisian melakukan kerjasama dengan masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Agam dalam

menanggulangi tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Agam.

a. Adanya sikap apatis atau tidak mau tahu dari Masyarakat terkait

penebangan hutan secara Illegal.

b. Masalah Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala dalam

menanggulangi tindak pidana Illegal Logging.

c. Masalah Anggaran juga menjadi kendala dalam menanggulangi

tindak pidana Illegal Logging.

d. Sarana dan Prasarana juga menjadi kendala dalam

menanggulangi tindak p
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e. idana Illegal Logging.

f. Minimnya Informasi juga menjadi kendala dalam menanggulangi

tindak pidana Illegal Logging.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis

memberikan saran kepada Kepolisian Resort Agam terkait penanggulangan

tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Agam, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan sudah adanya regulasi yang jelas terkait tindak pidana Illegal

Logging, Kepolisian Resor Agam sekiranya lebih sering melakukan

monitoring dan turun kelapangan untuk mencari informasi terkait

Illegal Logging di Kabupaten Agam.

2. Agar Kepolisian Resor Agam lebih giat lagi untuk melakukan

sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke tempat-tempat yang

dianggap rawan terjadinya tindak pidana Illegal Logging.

3. Agar Kepolisian Resor Agam dapat menambah personil terkhususnya

di unit Tipidter, agar peran Kepolisian Resor Agam dalam

menanggulangi tindak pidana Illegal Logging bida maksimal.

4. Kepolisian Resor Agam dapat lebih meningkatkan dan

memperbanyak kegiatan untuk penguatan dan pengembangan diri

masyarakat dalam hal kehutanan dan tindak pidana Illegal Logging,

agar tidak ada lagi kecolongan-kecolongan dari kelompok masyarakat

lainnya yang nakal tetap menebang pohon secara illegal. Jika masih

ada masyarakat yang menganggap penebangan hutan ini adalah

sebuah kebiasaan dari turun temurun, Kepolisian Resort Agam



UNIVERSITAS BUNG HATTA

berkewajiban secepatnya dan maksimal untuk menyelesaikan

permasalahan ini, karena ini berkaitan dengan pelestarian lingkungan

hidup.

5. Kepolisian Resort Agam dapat menjadikan Illegal Logging sebagai

prioritas penyelesaian, baik perihal pendanaan yang dibahas dalam

pembahasan anggaran Kabupaten Psaman Barat ataupun anggaran

Polri. Dengan adanya pendanaan yang cukup Kepolisian dan

masyarakat bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan peran dan

fungsinya untuk menjaga hutan yang didukung sarana dan prasarana

yang memadai.
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